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P  U  T  U  S  A  N

No.  709 K/Pdt .Sus /2010  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

PT.  RAJA BOGA SUKSES,  berkedudukan  hukum di  

Kanto r  Pusat  Galery  Niaga  Medi te ran i a  Blok  I I  

M 8  J- K,  Panta i  Indah  Kapuk,  Jakar ta ,  da lam 

hal  in i  member i  kuasa  kepada  :  R.Supramono,  

SH. ,  Hananta  Yudha,  SH. ,  MH.,  Ahmad Muzain i ,  

SH. ,  Para  Advokat ,  berkan to r  d i  Kantor  Hukum 

SUTAN  SYAH  ALAM  &  PARTNERS  (SSAP)  yang  

berkan to r  d i  Ja lan  Ti r t ayasa  X No.  3  Lt .  3,  

Kebayoran  Baru ,  Jakar ta  - Indones ia ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  7 

Apr i l  2010;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat ;

m e l  a w a n :

1. SUBAIDI ,  bera lamat  di  Ja lan  

Kal i bu tuh  Timur  I ,  Surabaya ;

2. RENDY  TEGUH  PRATOMO, 

bera lamat  d i  Ja lan    Simore jo  

I /  38 A Surabaya ;

3. WIDYOTRISTANTI ,  bera lamat  di  

Ja lan  Amir  Mahmud    No.  97 

Rungkut ,  Surabaya ;

4. MUHAMMAD RIFA’ I ,  bera lamat  di  

Ja lan  Kedungtu r i  Permai  I I  

Blok  V/  22,  Surabaya ;

Para  Termohon Kasas i  dahulu  Para  Penggugat ;  

 

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

    Hal .  1 dar i  21 hal .  Put .  No.  709 
K/Pdt .Sus /2010
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bahwa sekarang  Para  Termohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  Para  

Penggugat  te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon Kasas i  dahu lu  

sebaga i  Tergugat  d i  muka pers idangan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya  pada  pokoknya  

atas   da l i l - da l i l  :

1. Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  Peker ja  Tetap  pada  

Perusahaan  Tergugat  (PT.  RAJA  BOGA SUKSES)  yang  

bera lamat  d i  Galery  Niaga  Medi te ran i a  Blok  I I  M 8 J  -  

K,  Panta i  Indah  Kapuk,  Jakar ta  dan mempunyai  cabang  di  

Surabaya  yang  sekarang  in i  te lah  tu tup ;

2. Bahwa,  se lama  beker j a  pada  Tergugat ,  Para  Penggugat  

te lah  melaksanakan  kewaj i bannya  dengan  baik ,  seh ingga  

Para  Penggugat  t i dak  pernah  mendapatkan  teguran  

ataupun  sanks i  dar i  Tergugat ;

3. Bahwa,  permasa lahan  yang  te r j ad i  anta ra  Para  Penggugat  

dengan  Tergugat  adalah  d iawal i  pada  tangga l  12  

Februar i  2009  Tergugat  mengumumkan  kepada  Para  

Penggugat  bahwa Perusahaan  PT.  Raja  Boga Sukses  Kanto r  

Cabang  Surabaya  (Supermal l  Pakuwon  Indah  Surabaya)  

tempat  Para  Penggugat  beker j a  akan  di tu t up  dika renakan  

masa  ber lakunya  penyewaan  ruangan  perkan to ran  te l ah  

berakh i r  dan  t i dak  di l an j u t k an  lag i ,  se lan ju t nya  PT.  

Raja  Boga  Sukses  te lah  menentukan  keb i j a kannya  ya i t u  

akan  melakukan  mutas i  kepada  semua  peker j a  Kanto r  

Cabang  Surabaya  (Supermal l  Pakuwon Indah  Surabaya)  ke  

Kanto r  Pusat  Jakar ta ,  temasuk  di  da lamnya  Para  

Penggugat ;

4. Bahwa,  untuk  merea l i sas i k an  keb i j akan  dar i  Tergugat  

te rsebu t  d i  atas ,  maka Tergugat  mengi r im  sura t  kepada  

masing- masing  Para  Penggugat  te r t angga l  14  Februar i  

2009  per iha l  Pember i t ahuan  Pindah  Tugas  ke  Kanto r  

Pusat  yang  bera lamat  di  Galery  Niaga  Medi te ran i a  Blok  

I I  M 8  J- K Panta i  Indah  Kapuk,  Jakar t a ,  yang  is i nya  

menyatakan  agar  Para  Penggugat  harus  sudah  hadi r  d i  

kanto r  Pusat  Jakar ta  pada  tangga l  17  Februar i  2009,  

akan  te tap i  sura t  pember i t ahuan /  pangg i l an  dar i  

Tergugat  te rsebu t  t i dak  dapat  d ipenuh i  o leh  Para  

Penggugat  dengan  alasan  :  Sura t  Pember i t ahuan  Pindah  

    Hal .  2 dar i  21 hal .  Put .  No.  709 
K/Pdt .Sus /2010
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Tugas  di te r ima  Para  Penggugat  pada  waktu  yang  t i dak  

bersamaan  di te r ima ,  ada  yang  mener ima  tangga l  16  

Februar i  2009  dan  ada  yang  mener imanya  tangga l  17  

Februar i  2009  dan  Sura t  Pember i t ahuan /  Panggi l an  

Pindah  Tugas  te rsebu t  t i dak  ada  kepast i an  mengenai  

masalah  b iaya- biaya  uang  pindah ,  uang  t ranspor t  ke  

Jakar ta ,  uang  makan  dan  tempat  peng inapan  Para  

Penggugat  se lama  di  Jakar ta  dan  hal  in i  te l ah  

di t anyakan  sebe lumnya  kepada  Tergugat  te tap i  t i dak  ada  

pen je lasan  yang past i ;

5. Bahwa,  Para  Penggugat  te l ah  menyampaikan  sura t  

pernya taan  secara  te r t u l i s  pada  tangga l  29  Apr i l  2009  

kepada  Tergugat  yang  is i n ya  Para  Penggugat  bersed ia  

dip i ndah /  d imutas i  ke  Kanto r  Pusat  Jakar ta  dengan  

syara t  dan keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  Gaj i  Pokok  Para  

Penggugat  d isesua i kan  dengan  jaba tan  ser ta  kebutuhan  

hidup  di  Jakar ta ;  Dised iakannya  uang  makan  sebesar  

Rp.50 .000 , -  per  har i .  Dised iakannya  uang  mess  atas  

tempat  t i ngga l  sebesar  Rp.600.000 , -  per  bu lan ,  Uang 

Tunjangan  Luar  Kota  sebesar  Rp.1 .500 .000 , - .  

Tersed ianya  Jamsostek  bag i  peker j a ,  d ised iakannya  

Tike t  Pesawat  Pulang  Perg i  Jakar ta  -  Surabaya  set i ap  1 

(sa tu )  bu lan  seka l i .  Diber i kan  gaj i  Para  Penggugat  

yang  belum  dibayar  untuk  bulan  Februar i  2009  karena  

Para  Penggugat  masih  beker j a  sampai  dengan  tangga l  15  

Februar i  2009,  akan te tap i  Tergugat  menolaknya ;

6. Bahwa pada  tangga l  02  Mei  2009  Para  Penggugat  te l ah  

mengi r im  sura t  kembal i  kepada  Tergugat  mela lu i  pos  

atas  tun tu tan  Para  Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  

da lam po in  5 ( l ima)  di  atas  akan  te tap i  Tergugat  te tap  

menolak  atau  t i dak  menanggap inya ;

7. Bahwa te rhadap  permasa lahan  in i ,  te l ah  di l akukan  upaya  

perund ingan  b ipar t i t  anta ra  Para  Penggugat  dengan  

Tergugat ,  akan  te tap i  t i dak  te rcapa i  kesepakatan  

karena  Tergugat  t i dak  dapat  memenuhi  syara t /  keten tuan  

yang  dia jukan  oleh  Para  Penggugat  sebaga imana  yang  

dimaksud  dalam  poin  5  ( l ima )  te rsebu t  d i  atas ,  

sedangkan  Para  Penggugat  te tap  pada  tun tu tannya  

    Hal .  3 dar i  21 hal .  Put .  No.  709 
K/Pdt .Sus /2010
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seh ingga  t i dak  te rcapa i  kesepaka tan ;

8. Bahwa dengan  upaya  penye lesa ian  dengan  ba ik  yang  te l ah  

di l akukan  secara  Bipar t i t  anta ra  Para  Pengugat  dengan  

Tergugat  t i dak  berhas i l ,  maka  pada  tangga l  06  Maret  

2009  Para  Penggugat  mengajukan  permohonan  Medias i  

kepada  Pegawai  Peranta ra  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  

Surabaya  untuk  mendapatkan  penye lesa ian  leb ih  lan ju t  

dan  Pihak  Disnaker  te lah  memanggi l  dan  memper temukan  

Para  Penggugat  dengan  Tergugat  namun  t i dak  ada  

kesepaka tan ,  d isebabkan  Para  Penggugat   te tap  pada  

pend i r i annya  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  bersed ia  

melaksanakan  mutas i  ke  Kantor  Pusat  d i  Jakar ta  apab i l a  

Tergugat  t i dak  member i kan  fas i l i t a s  keberangka tan  Para  

Penggugat  dan  menyediakan  Mess  atau  tempat  t i ngga l  

Para  Penggugat  se lama  di  Jakar t a  ser ta  member i kan  

kesempatan  bag i  Para  Penggugat  untuk  pulang  ke  

Surabaya  sekurang- kurangnya  1  (sa tu )   ka l i  da lam 

sebu lan  dan  dar i  p ihak  Tergugat  juga  te tap  pada  

pend i r i annya  t i dak  bersed ia  member ikan  fas i l i t a s  dan  

biaya  keberangka tan  Para  Peker j a  sesua i  dengan  

tun tu tan  Para  Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  da lam 

poin  5 ( l ima )  sura t  gugatan  in i ;

9. Bahwa,  dengan  gagahnya  upaya  perund ingan  Bipar t i t  

te rsebu t  d i  atas ,  maka pers i dangan  Medias i  d i l an j u t kan  

yang  di l aksanakan  oleh  Media to r  Hubungan  Indus t r i a l  

Disnaker  Kota  Surabaya  dan  se lan ju t nya  Media to r  

Hubungan  Indus t r i a l  Disnaker  Kota  Surabaya  

mengeluarkan  Anjuran  Nomor  :  65/PHKA/ I / 2009  tangga l  30 

Jun i  2009 yang  is i nya  menganju rkan :

9.1 . Agar  peker j a  Sdr .  Luk i  Kumahedi ,  dkk . ,  16  (enam 

belas )  orang  sudah  te rmasuk  Para  Penggugat  

melaksanakan ,  dan Pengusaha  memanggi l  Para  Peker ja  

secara  te r t u l i s  ser ta  memfas i l i t a s i  keberangka tan  

peker j a ,  menyediakan  mess  atau  tempat  t i ngga l  

ser ta  member ikan  kesempatan  peker j a  untuk  pulang  

ke  Surabaya  sekurang- kurangnya  1 (sa tu )  ka l i  da lam 

sebu lan ;

9.2 . Bagi  peker j a  yang  t i dak  bersed ia  melaksanakan  

    Hal .  4 dar i  21 hal .  Put .  No.  709 
K/Pdt .Sus /2010
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mutas i ,  agar  Pengusaha  member ikan  Uang  Pesangon  

sebesar  1 (sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasa l  156 ayat  (2 )  

dan  Uang  Penghargaan  masa  Ker ja  1  (sa tu )  ka l i  

keten tuaan  Pasa l  156  ayat  (3 )  Undang- Undang  

Nomor  :  13 Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan ;

10. Bahwa  Tergugat  nyata  -  nyata  te l ah  menolak  Anju ran  

Media to r  Disnaker  Kota  Surabaya  sebaga imana  dimaksud  

dalam  gugatan  Para  Penggugat  da lam  poin  9  sub.  9.1  

te rsebu t  d i  atas ,  untuk  memfas i l i t a s i  keberangka tan  

Para  Penggugat ,  menyediakan  Mess  atau  tempat  t i ngga l  

ser ta  fas i l i t a s  la i nnya .  Dan  Para  Penggugat  dapat  

mener ima  Anjuran  sebaga imana  dimaksud  dalam  gugatan  

Para  Penggugat  da lam poin  9 sub 9.2  te rsebu t  d i  atas ;

11. Bahwa,  se lama  adanya  proses  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  Para  Penggugat  tepa t  pada  tangga l  01  

Februar i  2009  sampai  dengan  dia j ukan  gugatan  in i  pada  

tangga l  09  November  2009,  p ihak  Para  Penggugat  t i dak  

mendapatkan  upah  sebaga imana  mest inya ,  o leh  karenanya  

pihak  Terguga t  je l as - je l as  melanggar  keten tuan  Pasa l  

155  ayat  1,  2  dan  3  Undang- Undang  Nomor  :  13  Tahun  

2003  ten tang  Ketenagaker j aan  yang  mana  upah  Para  

Penggugat  se jak  tangga l  01 Februar i  2009 sampai  dengan  

09  November  2009  ada lah  sebesar  Rp.58.985 .000 , -  ( l ima  

puluh  delapan  r i bu  sembi lan  ra tus  delapan  puluh  l ima  

r i bu  rup iah ) ,  dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :  

11.1 . Sdr .  SUBAIDI

10 bulan  x Rp.  948.500 , - = Rp.9 .485 .000 , - ;

11.2 .   Sdr .  RENDY TEGUH PRATOMO

      10 bu lan  x Rp.1 .050 .000 , - = Rp.10 .500 .000 , - ;

11.3 .   Sdr .  WIDYO TRISTANTI

    10 bu lan  x Rp.1 .000 .000 , - = Rp.10 .000 .000 , - ;

11.4 .   Sdr .  MUHAMMAD RIFA' I ,  H.

    10 bu lan  x Rp.2 .900 .000 , - = Rp.29 .000 .000 , - ;

Jumlah = Rp.58 .985 .000 , - ;

12. Bahwa sebaga imana  pada  po in  gugatan  Nomor  11 te rsebu t  

d i  atas ,  maka  bersama  in i  Para  Penggugat  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim pemer iksa  perkara  in i  agar  pihak  

Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  membayar  hak- hak  Para  
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Penggugat  da lam  prov i s i  maupun  dalam  pokok  perkara  

agar  Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  memenuhi  kebutuhan  

hidup  Para  Penggugat  dan ke luarganya ;

13. Bahwa,  berdasarkan  dal i l  Para  Penggugat  pada  poin  3 

( t i g a )  dan  4  (empat )  te rsebu t  d i  atas ,  ak iba t  a lasan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  yang  d i l akukan  oleh  

Tergugat  kepada  Para  Penggugat ,  ser ta  peno lakan  Para  

Penggugat  untuk  dip i ndah  tugaskan  atau  d imutas i  ke  

kanto r  Pusat  Jakar ta ,  maka Para  Penggugat  berhak  atas  

Uang  Pesangon  sebesar  1  (sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasal  

156  ayat  (2 ) ,  Uang  Penghargaan  Masa  Ker ja  sebesar  1 

(sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasal  156  ayat  (3 )  dan  Uang 

Penggant i an  Hak sebesar  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  

156  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  :  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan .  Oleh  karenanya  layak  dan  

patu t  ser ta  sesua i  dengan  hokum,  Tergugat  d ihukum 

untuk  membayar  Uang  Pesangon  sebesar  1  (sa tu )  ka l i  

keten tuan  Pasal  156  ayat  (2 ) ,  Uang  Penghargaan  Masa 

Ker ja  sebesar  1  (sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasa l  156  ayat  

(3 )  dan  Uang  Penggant i an  Hak  sebesar  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasal  156  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  :  13  

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  kepada  masing-

masing  Para  Penggugat ,  sebaga i  ber i ku t  :

1. Sdr .SUBAIDI

a. Uang Pesangon  1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156  

ayat  (2 )  

5 X Rp.948.500 , -        = 

Rp.4 .742 .500 , - ;

b. Uang Penghargaan  Masa Ker ja

1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156 ayat  (3 )

2 x Rp.948.500 , -        = 

Rp.1 .897 .000 , - ;

c . Uang Penggant i an  Hak 15 % x  

Rp.6 .639 .500 , -   = Rp.    995.925 , - ;

JUMLAH       = 

Rp.7 .635 .425 , - ;

2. Sdr .  RENDY TEGUH PRATOMO

a. Uang Pesangon  1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156  
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ayat  (2 )

4 X Rp.1 ,050 ,000 , -       = 

Rp.4 .200 .000 , - ;

b. Uang Penghargaan  Masa Ker ja

1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156 ayat  (3 )

2 x Rp.1 .050 .000 , -       = 

Rp.2 .100 .000 , - ;

c . Uang Penggant i an  Hak 15 % x Rp.  

6.300 .000 , -  = Rp.    945.000 , - ;

JUMLAH :       = 

Rp.7 .245 .00 , - ;

3. Sdr .  WIDYO TRISTANTI

a. Uang Pesangon  1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156  

ayat  (2 )

5 X Rp.1 .000 .000 , -       = 

Rp.5 ,000 .000 , - ;

b. Uang Penghargaan  Masa Ker ja

1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156 ayat  (3 )

2 x Rp.1 .000 .000 , -       = 

Rp.2 .000 .000 , - ;

c . Uang Penggant i an  Hak 15 % x  

Rp.7 .000 .000 , -   = Rp.1 .050 .000 , - ;

JUMLAH :       = 

Rp.8 .050 .000 , - ;

4. Sdr .  MUHAMMAD RIFAI

a. Uang Pesangon  1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156  

ayat  (2 )

5 X Rp.2 .900 .000 , -  

= Rp.14 .500 .000 , - ;

b. Uang Penghargaan  Masa Ker ja

1 (sa tu )  ka l i  Pasa l  156 ayat  (3 )

2 x Rp.2 .900 .000 , -       = 

Rp.5 .800 .000 , - ;

c . Uang Penggant i an  Hak 15% x  

Rp.20 .300 .000 , -  = Rp.3 .046 .000 , - ;

JUMLAH :       = 

Rp.23 .345 .000 , - ;

Dengan  jumlah  ni l a i  to ta l n ya  ada lah  sebesar  
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Rp.46 .275 .425 , -  (empat  pu luh  enam ju ta  dua  ra tus  

tu juh  puluh  l ima  r ibu  empat  ra tus  dua  pu luh  l ima  

rup iah ) ;

14. Bahwa,  untuk  menjamin  putusan  perkara  a  quo  dapat  

d i l aksanakan  dikemudian  har i  ser ta  untuk  menghindar i  

Tergugat  mengal i hkan  asset  -  asset  mi l i k  Terguga t ,  

ba ik  menjua l ,  menggada ikan /  menyewakan  kepada  pihak  

la i n ,  sebe lum  ada  putusan  pengad i l an  yang  berkekua tan  

hukum te tap  ( ink rac th  van  gewi jde )  atas  perkara  a quo,  

maka Para  Penggugat  memohon dengan  hormat  agar  Maje l i s  

Hakim  berkenan  mele takkan  s i ta  jaminan  (conserva to i r  

bes lag )  atas  tanah  dan bangunan  kanto r  mi l i k  Terguga t ,  

ser ta  ber i ku t  barang  -  barang  bergerak  yang  ada  di  

da lamnya  yang  te r l e t a k  d i  Galery  Niaga  Medi te ran i a  

Blok  I I  M JK Panta i  Indah  Kapuk Jakar ta ;

15. Bahwa,  oleh  karena  gugatan  in i  berdasarkan  bukt i -

bukt i  oten t i k ,  maka  layak  dan  patu t  apab i l a  Maje l i s  

Hakim  dalam  memutus  perkara  in i  dengan  putusan  yang  

dapat  d i j a l ankan  te r l eb i h  dahu lu  meskipun  ada  upaya  

hukum Kasas i  (Putusan  Ser ta  Merta ) ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  

Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya  agar  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Prov is i  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  

da lam prov i s i  untuk  se lu ruhnya ;

2. Memer in tahkan  Terguga t  membayar  upah  

Para  Penggugat  se jak  tangga l  01 

Februar i  2009  sampai  dengan  09 

November  2009  ada lah  sebesar  

Rp.58 .985 .000 , -  ( l ima  puluh  delapan  

ju t a  sembi lan  ra tus  delapan  pu luh  l ima  

r i bu  rup iah )  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

2.1 . Sdr .  SUBAIDI

10 bulan  x Rp.  948.500 , - = Rp.  9.485 .000 , - ;

2.2 . Sdr .  RENDY TEGUH PRATOMO
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10 bulan  x Rp.  1.050 .000 , - = Rp.  10.500 .000 , - ;

2.3 .   Sdr .  WIDYO TRISTANTI

  10 bulan  x Rp.  1.000 .000 , - = Rp.  10.000 .000 , - ;

2.4 .   Sdr .  MUHAMMAD RIFA' I .  H.

  10 bulan  x Rp.  2.900 .000 , - = Rp.  29.000 .000 , - ;

  Jumlah = Rp.  58.985 .000 , - ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Para  Penggugat ;

2. Menyatakan  Tergugat  te lah  melakukan  Pemutusan  

Hubungan Ker ja  te rhadap  Para  Penggugat ;

3. Mengukum Tergugat  agar  membayar  uang  pesangon,  

uang  penghargaan  masa  ker ja  dan  uang  

penggant i an  hak  kepada  Para  Penggugat  secara  

tuna i  dan  seka l i gus  sebesar  Rp.36.889 .750 , -  

( t i g a  puluh  enam ju ta  de lapan  ra tus  delapan  

puluh  sembi l an  r ibu  tu j uh  ra tus  l ima  puluh  

rup iah ) ;

4. Menghukum  Tergugat  membayar  upah  Para  

Penggugat  se jak  tangga l  01  Februar i  2009  

sampai  dengan  9  November  2009  ada lah  sebesar  

Rp.58 .985 .000 , -  ( l ima  puluh  delapan  ju t a  

sembi l an  ra tus  de lapan  puluh  l ima  r i bu  rup iah )  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

4.1 .   Sdr .  SUBAIDI

  10 bulan  x Rp.  948.500 , -  =  Rp.  

9.485 .000 , - ;

4.2 .   Sdr .  RENDY TEGUH PRATOMO 

  10 bulan  x Rp.  1.050 .000 , -  =  Rp.  

10.500 .000 , - ;

4.3 .   Sdr .  WIDYO TRISTANTI  

  10 bulan  x Rp.1 .000 .000 , -  = Rp.  

10.000 .000 , - ;

4.4 .   Sdr .  NUHAMMAD RIFA' I .  H.

   10 bulan  x Rp.  2.900 .000 , - = Rp.  

29.000 .000 , - ;

  Jumlah   = Rp.  58.985 .000 , - ;

5. Menyatakan  sah  dan  berharga  s i ta  jaminan  

(conserva to i r  bes lag )  atas  tanah  dan  bangunan  
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kanto r  ser ta  barang- barang  bergerak  yang  ada  

di  da lamnya  mi l i k  Tergugat  yang  te r l e t a k  di  

Galery  Niaga  Medi te ran ia  Blok  11  M Jk  Panta i  

Indah  Kapuk Jakar ta ;

6. Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu  meskipun  ada  upaya  hukum 

kasas i ;

7. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang t imbu l  da lam perkara  in i ;

Atau  :

Mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  dan  gugatan  ba l i k  ( rekonvens i )  pada  

pokoknya  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Konpens i  :

Dalam Ekseps i  :

Gugatan   Penggugat   cacat   fo rmi l   karena   t i dak  

didahu lu i  dengan perund ingan  bipa r t i t .

1. Bahwa,  Tergugat  menolak   secara   tegas  dal i l  Para  

Penggugat  yang  menyatakan  te l ah  ada  perund ingan  

bipa r t i t  anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  sesua i  

dengan  mekanisme Undang -  Undang Nomor  2 Tahun  2004  

Tergugat  mensomeer  Para  Penggugat  untuk  membukt i kan  

dal i l  gugatan  a  quo  yang  menyatakan  te l ah  ada  

perund ingan  b ipar t i t  anta ra  Para  Penggugat  dan  

Tergugat  mengenai  perse l i s i h an  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  dan  mensomeer  Para  Penggugat  untuk  

menunjukkan  bukt i  te r t u l i s  berupa  daf ta r  had i r  dan  

r i sa l ah  perund ingan  bipa r t i t ;

2. Bahwa je l as  gugatan  Para  Penggugat  d ia j ukan  tanpa  

didahu lu i  dengan  perund ingan  bipa r t i t  anta ra  Para  

Penggugat  dan  Tergugat ,  seh ingga  oleh  karenanya  

proses  medias i  yang  di tempuh  oleh  Para  Penggugat  

ada lah  caca t  fo rm i l  dan  t i dak  sesua i  dengan  

mekasn isme  yang  d ia tu r  Pasal  3  ayat  (10)  Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2004,  yang  berbuny i  :  

"Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  waj ib  d iupayakan  

penye lesa iannya  te r l eb i h  dahu lu  mela lu i  perund ingan  
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bipar t i t  secara  musyawarah  untuk  mencapa i  mufakat " ;

3. Bahwa menginga t  anta ra  Tergugat  dan  Para  Penggugat  

be lum    pernah  di l akukan  perund ingan  bipar t i t  

ten tang  perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a  

sebaga imana  yang  dida l i l k a n  oleh  Para  Penggugat ,  

maka Anju ran    a quo yang  d i t e rb i t k an  oleh  Media to r  

pada  Kanto r  Dinas  Tenaga  Ker ja  Pemer in tah  Kota  

Surabaya  Nomor  :  65/PHKA/ I / 2009  te r t angga l  30  Jun i  

2009,  caca t  hukum karena  t i dak  memenuhi  keten tuan  

yang  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  4  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004,  yang  berbuny i  :

”Da lam  perund ingan  b ipa t i t  gaga l  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  3  ayat  (3 ) ,  maka  sa lah  satu  atau  kedua  

belah  p ihak  mencata tkan  perse l i s i h annya  kepada  

ins tans i  yang  ber tanggung  jawab  di  b idang  

ketenagaker j aan  setempat  dengan  melampi r kan  bukt i  

bahwa  upaya- upaya  penye lesa ian  mela lu i  perund ingan  

bipa r t i t  te lah  di l akukan" ;

4. Bahwa permohonan  pencata tan  medias i  Para  Penggugat  

yang  t i dak  d i l engkap i  dengan  Risa lah  Perund ingan  

Bipar t i t  mengena i  perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  

ker ja  sama  seka l i  t i dak  dikembal i kan  oleh  Dinas  

Tenaga  Ker ja  Pemer in tah  Kota  Surabaya  sebaga imana  

yang  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  4  ayat  (2  )  

Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004,  yang  berbuny i :  

"Apab i l a  bukt i - bukt i  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  t i dak  di l amp i r kan  maka  ins tans i  yang  

ber tanggung  jawab  di  b idang  ketenagaker j aan  

mengembal i kan  berkas  untuk  di l engkap i  pa l i ng  lambat  

da lam waktu  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t u ng  se jak  tangga l  

d i t e r imanya  pengembal i an  berkas" ;  

Bahwa je l as  dan  nyata  proses  pencata tan  medias i  o leh  

Para  Penggugat  t i dak  didahu lu i  dan  di l engkap i  dengan  

r i sa l ah  perund ingan  bipa r t i t  ser ta  t i dak  adanya  

pengembal i an  berkas  kepada  pihak  yang  melakukan  

pencata tan ,  ha l  mana  te l ah  menyalah i  dan  melanggar  

prosedur  fo rma l  yang  waj ib  d i t empuh  oleh  para  pihak  
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dalam  penye lesa ian  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  

sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2004  seh ingga  sudah  nyata  pu la  bahwa gugatan  a 

quo  yang  dia jukan  Para  Penggugat  dengan  send i r i n ya  

t i dak  memenuhi  syara t  fo rm i l  dan  harus  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  onvantke l i j k  verk l aa rd ) ;

Gugatan  Para  Penggugat  obscuur  l i be l /  t i dak  je l as  dan  

t i dak  cermat  :

Jumlah  upah  yang  dida l i l k a n  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  sa lah  dan t i dak  cermat  :

5. Bahwa gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as  (obscuur  

l i be l ) ,  karena  jumlah  yang  dida l i l k an  Para  

Penggugat  da lam  pos i t a  dan  pet i t umnya  ya i t u  :  

Subaid i  upah  te rakh i r  Rp.948 .500 , -  per  bu lan ,  Rendi  

Teguh  Pra tomo,  upah  te rakh i r  Rp.1 .050 .000 , -  per  

bu lan ,  Widyot r i s t a n t i  upah  te rakh i r  Rp.1 .000 .000 , -  

per  bu lan ,  dan  Muhammad Ri fa ' i . H . ,  upah  te rakh i r  

Rp.2 .900 .000 , -  per  bulan ,  t i dak  sesua i  dengan  data  

dan  fak ta  yang  sebesarnya  dimana  upah  Para  

Penggugat  yang  sebenarnya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

– Subaid i ,  upah  pokok  sebesar  Rp.21 .350 , -  dan  

tun jangan  te tap  sebesar  Rp.  0, -  seh ingga  

to ta l  upah  ada lah  sebesar  Rp.  21.350 , -  per  

har i ;

– Rendi  Teguh  Pra tomo,  upah  pokok  sebesar  

Rp.550.700 , -  dan tun jangan  te tap  sebesar  Rp.  

0, -  seh ingga  to ta l  upah  adalah  sebesar  

Rp.550.700 , -  per  bu lan ;

– Widyot r i s t an t i ,  upah  pokok  sebesar  

Rp.550.700 , -  dan tun jangan  te tap  sebesar  Rp.  

0, -  seh ingga  to ta l  upah  adalah  sebesar  

Rp.550.7000 , -  per  bu lan ;

– Muhammad  Ri fa ' i .  H. ,  upah  pokok  sebesar  

Rp.1 .500 .000 , -  dan  tun jangan  te tap  sebesar  

Rp.1 .000 .000 , -  seh ingga  to ta l  upah  ada lah  

sebesar  Rp.2 .500 .000 , -  per  bu lan ;

Sehingga  perh i t ungan  pesangon  yang  d ida l i l k an  Para  
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Penggugat  sa lah  dan t i dak  cermat ;

6. Bahwa  da lam  melakukan  perh i t ungan  pesangon  

seharusnya  Para  Penggugat  memperhat i kan  dan  

mempela ja r i  keten tuan  Pasa l  157  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dimana  komponen  upah  

yang  digunakan  sebaga i  dasar  perh i t ungan  pesangon,  

uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  penggant i an  

hak  te rd i r i  dar i  upah  pokok  dan  tun jangan  bers i f a t  

te tap ;

Tidak  je l asnya  dasar  hukum da lam dal i l  gugatan  Para  

Penggugat ;

7. Bahwa  dalam  pos i t a  atau  fundamentum  petend i  Para  

Penggugat  t i dak  menje laskan  dasar  hukum  ( rech t s  

ground)  ten tang  alasan  hukum perse l i s i h an  pemutusan  

hubungan  ker ja  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam 

Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mendasar i  

gugatan  Para  Penggugat  dimana  Para  Penggugat  t i ba -

t i ba  menuntu t  Tergugat  agar  membayar  uang  pesangon  

sebesar  1 (sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasa l  156 ayat  (2 ) ,  

uang  penghargaan  masa  ker j a  sebesar  1  (sa tu )  ka l i  

keten tuan  Pasal  156  ayat  (3 )  dan  uang  penggant i an  

hak  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  156  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  tanpa  member ikan  

dasar  hukum alasan  pemutusan  hubungan  ker j a ;  

8. Bahwa te rbuk t i  Para  Penggugat  te l ah  sa lah  dan  t i dak  

cermat  mendal i l k an  upah  Para  Penggugat  dan  Para  

Penggugat  t i dak  menje laskan  dasar  hukum  yang  

menjad i kan  dasar  da lam  gugatannya ,  seh ingga  da l i l  

gugatan  seper t i  i t u  t i dak  memenuhi  syara t  fo rm i l  

karena  gugatan  dianggap  t i dak  je l as  dan  kabur  dan  

sepatu tnya  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  d i t e r ima ;

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  untuk  i t u  Tergugat  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  in i  berkenan  menolak  gugatan  Para  Penggugat  dan/  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd ) ;  

Dalam Rekonpens i  :

Tergugat  Konpens i /  Penggugat  Rekonpens i  (se lan ju t n ya  
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disebu t  Penggugat  Rekonpens i )  dengan  in i  mengajukan  

Gugatan  Rekonpens i  te rhadap  Para  Penggugat  Konpens i /  

Para  Terguga t  Rekonpens i   (se lan j u t nya  Para  Terguga t  

Rekonpens i ) ,  dengan a lasan  sebaga i  ber i ku t  :

1) Bahwa  ha l - ha l  yang  te l ah  Penggugat  

Rekonpens i  kemukakan  dalam  konpens i  

mohon  dianggap  te rmasuk  dan  menjad i  

bag ian   yang   t i dak  te rp i sahkan   da lam 

Gugatan  Rekonpens i  in i ;

2) Bahwa pada  tangga l  27 Maret  2006,  anta ra  

Penggugat  Rekonpens i  dengan  PT.  Pakuwon 

Permai  mengadakan  Per jan j i a n  Sewa 

Menyewa  untuk  ruangan  uni t  Nomor  :  

LG.018- LG.  019  d i  Pusat  Perbe lan jaan  

Supermal l  Pakuwon Indah /  Surabaya  dimana  

di  ruangan  te rsebu t  akan  dibuka  usaha  

bakery  dengan  nama Bread  Li fe  Bakery ;

3) Bahwa  pada  tahun  2009,  masa  ber laku  

penyewaan  ruangan  in i  d i  Pusat  

Perbe lan jaan  Supermal l  Pakuwon  Indah  

Surabaya  te l ah  hab is  seh ingga  pada  

tangga l  12  Februar i  2009  Penggugat  

Rekonpens i  mengumumkan  kepada  Para  

Tergugat  Rekonpens i  bahwa  usaha  bakery  

di  Supermal l  Indah  Surabaya  akan  di tu t up  

yang  kemudian  Para  Tergugat  Rekonpens i  

akan  dimutas i kan  ke  Toko  Rot i  yang  

te r l e t a k  di  Jakar ta  d imana  toko  te rsebu t  

sangat  membutuhkan  peker j a  yang  

berpenga laman  da lam  bidang  bakery  

te rsebu t  sebaga imana  yang  dinya takan  

dalam  Sura t  Nomor  :  001/RBS/ I I / 0 09  

te r t angga l  6 February  2009;

4) Bahwa  Penggugat  Rekonpens i  mengambi l  

keb i j akan  untuk  memutas ikan  Para  

Tergugat  Rekonpens i  ke  Jakar ta  dengan  

Sura t  Pangi l an  I  (per tama)  untuk  Subaid i  

Nomor  :  RBS/014/ I I / 0 09  te r t angga l  14 
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Februar i  2009,  Sura t  Pangi l an  I  

(per t ama)  untuk  Rendi  Teguh  Pra tomo 

Nomor  :  RBS/  012/  I I /  009  te r t angga l  14 

Februar i  2009,  Sura t  Pangi l an  I  

(per t ama)   untuk  Widyot r i s t a n t i  Nomor  :  

RBS/010/ I I / 0 09  te r t angga l  14  Februar i  

2009,  Sura t  Pangg i l an  I  (per t ama)  untuk  

Muhammad Ri fa ’ i  Nomor  :  RBS/002/ I I / 0 09  

te r t angga l  14 Februar i  2009;

5) Namun  sampai  dengan  tangga l  yang  

di t en tukan  Penggugat  Rekonpens i  agar  

Para  Terguga t  Rekonpens i  had i r  d i  kanto r  

pusat  ya i t u  tangga l  17  Februar i  009  

sebaga imana  te rsebu t  pada  angka  4  di  

atas ,  Para  Tergugat  Rekonpens i  t i dak  

memenuhi  pangg i l an  tugas  dar i  Penggugat  

Rekonpens i  te rsebu t ;

6) Bahwa  dika renakan  Para  Tergugat  

Rekonpens i  t i dak  memenuhi  pangg i l an  

tugas  per tama  dar i  Penggugat  Rekonpens i  

maka  pada  tangga l  23  Februar i  2009,  

Penggugat  Rekonpens i  dengan  i t i k ad  baik  

memanggi l  kembal i  Para  Terguga t  

Rekonpens i  untuk  beker j a  sebaga imana  

yang  dinya takan  da lam  Sura t  No.  

130/ I l / RBS/JKT  te r t angga l  23  Februar i  

2009  per iha l  Panggi l an  I I  (kedua)  untuk  

beker j a  bag i  Subaid i ,  Sura t  No.  128/  I l /  

RBS/JKT  te r t angga l  23  Februar i  2009  

per iha l  Panggi l an  ke  I I  (kedua)  untuk  

beker j a  bag i  Redi  Teguh  Pra tomo,  Sura t  

No.  126/ l l / RBS,  te r t angga l  23  Februar i  

2009  per iha l  pangg i l an  ke  I I  (kedua)  

untuk  beker j a  bag i  Widyot r i s t a n t i  dan  

Sura t  No.  118/ l l / RBS/JKT  te r t angga l  23 

Februar i  2009  per iha l  Panggi l an  I I  

(kedua)  untuk  Muhammad  Ri fa ' i . H . ,  

te r t angga l  23  Februar i  2009  per iha l  
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pangg i l an  ke  I I  untuk  beker j a  bagi  

Widyot r i s t an t i ,  Sura t  Nomor  :  

118/ l l / RBS/JKT. ,  te r t angga l  23  Februar i  

2009  per iha l  Panggi l an  I I  (kedua) .  Untuk  

beker j a  bag i  Muhammad Ri fa ’ i .  H. ;

7) Bahwa berdasarkan  hal  -  ha l  te rsebu t  d i  

atas ,  te rbuk t i  secara  sah  Penggugat  

Rekonpens i  te lah  melakukan  pangg i l an  

ker ja  secara  patu t  ya i t u  Para  Tergugat  

Rekonpens i  te lah  dipangg i l  o leh  

Penggugat  Rekonpens i  untuk  beker j a  

secara  te r t u l i s  yang  di tu j u kan  kepada  

alamat  Para  Terguga t  Rekonpens i  

sebaga imana  yang  te rca ta t  d i  perusahaan  

berdasarkan  laporan  Para  Tergugat  

Rekonpens i  seh ingga  berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  168  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  Para  

Tergugat  Rekonpens i  te lah  mangk i r  dar i  

peker j aan  se lama  leb ih  dar i  5  ( l ima )  

har i  ke ja  secara  ber tu ru t - tu ru t  dan  

dengan  demik ian  Penggugat  Rekonpens i  

dapat  memutuskan  hubungan  ker janya  

karena  dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  

di r i ;

Pasa l  168 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  13 Tahun 2003  

yang  berbuny i  :  

Peker j a /  buruh  yang  mangki r  se lama 5 ( l ima )  har i  ker ja  

atau  leb ih  ber tu ru t - tu ru t  tanpa  kete rangan  secara  

te r t u l i s  yang  di l engkap i  dengan  bukt i  yang  sah  dan  

te lah  dipangg i l  o leh  Pengusaha  2  (dua)  ka l i  secara  

patu t  dan  te r t u l i s  dapat  d ipu tus  hubungan  ker j anya  

dika renakan  dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i ;

Sehingga  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  168  Ayat  (3 )  

Undang- undang  Nomor  :  13  Tahun  2003,  pemutusan  

hubungan  ker j a  dika renakan  dikua l i f i k a s i k an  

mengundurkan  di r i ,  Para  Terguga t  Rekonpens i  t i dak  

berhak  atas  uang  pesangon  sebaga imana  yang  dia tu r  
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dalam  keten tuan  Pasa l  156  ayat  (2 )  dan  uang  

penghargaan  masa ker j a  sebesar  1 (sa tu )  ka l i  keten tuan  

Pasa l  156  ayat  93)  akan  te tap i  Para  Tergugat  

Rekonpens i  hanya  berhak  atas  uang  penggant i an  hak  

sesua i  dengan  keten tuan   Pasa l  156  ayat  940  dan  

dibe r i kan  uang  p isah  yang  besarnya  dia tu r  da lam 

per jan j i a n  ker j a  atau  pera tu ran  perusahaan;

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  te l ah  Tergugat  Konpens i /  

Penggugat  Rekonpens i  ura i kan  di  atas ,  Tergugat  Konpens i /  

Penggugat  Rekonpens i  mohon dengan  hormat  kepada  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  agar  berkenan  untuk  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Rekonpens i  :

1. Mengabulkan  gugatan   Penggugat  

Rekonpens i  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  Para  Terguga t  Rekonpens i  

te lah  putus  hubungan  ker j anya  dengan  

Penggugat  Rekonpens i  d ika renakan  

dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  

te rh i t u ng  se jak  tangga l  2 Maret  2009;

Atau  :  

Mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) ;

Bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya  te l ah  

mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

253/G/2009 /PHI .SBY. ,  tangga l  29  Maret  2010  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Konpens i  :

Dalam Prov is i  :

Menolak  tun tu tan  prov i s i  Para  Penggugat ;

Dalam Ekseps i  :

Menolak  ekseps i  Tergugat ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2. Menyatakan  hubungan  ker ja  anta ra  Para  Penggugat  

dengan  Tergugat  putus  se jak  tangga l  31  Maret  2009;

3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  upah  Para  
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Penggugat  secara  tuna i  se jak  bulan  Februar i  -  Maret  

2009 sebesar  :

Sdr .  Subaid i :  2 b ln  x  Rp.  948.500 , -  = Rp.  

1.897 .000 , - ;

Sdr .  Rendy Teguh Pratomo :  2 b ln  x  Rp.  948.500 , -  = Rp.  

1.897 .000 , - ;

Sdr .  Widyot r i s t a n t i :  2 b ln  x  Rp.  948.500 , -  = Rp.  

1.897 .000 , - ;

Sdr .  Muhammad Ri fa ' i . H .       :  2 b ln  x  Rp.  948.500 , -  

= Rp.  1.897 .000 , - ;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  hak- hak  Para  

Penggugat  secara  tuna i  uang  pesangon,  uang  

penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  penggant i an  hak  

masing- masing  ya i t u  Subaid i  sebesar  Rp.8 .726 .200 , - ,  

Rendy  Teguh  Pra tomo  sebesar  Rp.7 .635 .425 , - ,  

Widyot r i s t an t i  sebesar  Rp.8 .726 .200 , -  dan  

Sdr .Muhammad Ri fa ’ i . H . ,  sebesar  Rp.8 .726 .200 , - ;

5. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  se la i n  dan  

se leb ihnya ;

Dalam Rekonpens i  :

Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonpens i /  Tergugat  Konpens i  

se lu ruhnya ;

Dalam Konpens i  dan Rekonpens i  :

Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  kepada  

Negara ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada  Terguga t  pada tangga l  29 Maret  2010  

kemudian  te rhadapnya  oleh  Tergugat ,  d ia j ukan  permohonan  

kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  12  Apr i l  2010  

sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akte  Permohonan  Kasas i  No.  

253/  Kas/  G/  2009/  PHI .SBY. ,  yang  dibua t  o leh  Waki l  

Pani te ra ,  permohonan  mana  di i ku t i  o leh  memor i  kasas i  

yang  memuat  a lasan- a lasan  yang  di te r ima  

di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada Pengad i l an  Neger i  te r sebu t  pada  tangga l  

19 Apr i l  2010;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat  yang  pada  tangga l  

26  Apr i l  2010  te l ah  d iber i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  
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dar i  Tergugat ,  d ia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  yang  

di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Perse l i s i h an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  pada  

tangga l  10 Mei  2010;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- a lasannya  te l ah  d ibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia j ukan  dalam tenggang  waktu  dan dengan  

cara  yang  di ten tukan  dalam  undang- undang,  maka  oleh  

karena  i t u  permohonan  kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  

d i t e r ima ;

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i    da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  pada  

pokoknya  ia l ah  :

Bahwa  Pemohon  Kasas i  t i dak  dapat  mener ima  putusan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  

Surabaya  No.  253/  G/  2009/  PHI .SBY. ,  te r t angga l  29 Maret  

2010  untuk  i t u  Pemohon  Kasas i  menyatakan  mohon 

pemer iksaan  dalam t i ngka t  kasas i  atas  putusan  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya ,  

dengan  alasan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Surabaya  te l ah  sa lah  da lam  penerapan  

hukum atau  melanggar  hukum yang  ber laku ,  la l a i  memenuhi  

syara t - syara t  yang  d iwa j i b kan  oleh  pera tu ran  perundang-

undangan  dan t i dak  cukup  dan atau  t i dak  je l as  member ikan  

per t imbangan  { i nsu f f i c i e n t  judgement } ,  dengan  alasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa Judex  Fact i  te l ah  sa lah  dalam penerapan  hukum dan  

la l a i  memenuhi  syara t - syara t  yang  diwa j i b kan  oleh  

pera tu ran  perundangan  mengenai  peno lakan  ekseps i  t i dak  

adanya  perund ingan  b ipa r t i t  dengan  menggunakan  keten tuan  

Pasa l  83 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  2 Tahun 2004 dan  

adanya  kecurangan  dalam dal i l  gugatan .

1. Bahwa  ha l  te rsebu t  te r l i h a t  dar i  

per t imbangan  yang  dibe r i k an  pada  

paragara f  2  but i r  1  ha laman  32  s/d  33 

putusan  te rsebu t  yang   menyatakan  :  

Gugatan  Para  Penggugat  adalah  

perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a  
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dengan  di l amp i r i  r i sa l ah  penye lesa ian  

medias i  sebaga imana  keten tuan  Pasal  83 

ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  :  2 Tahun  

2004  ya i t u  an ju ran  Medi to r  Hubungan  

Indus t r i a l  Dinas  Tenagaker j a  Kota  

Surabaya  Nomor  :  65/PHKNI /2009  maka 

ekseps i  Terguga t  yang  menyatakan  t i dak  

ada  perund ingan  b ipar t i t  anta ra  Para  

Penggugat  dan  Tergugat  ada lah  

sebaga imana  keten tuan  Undang- Undang 

No.  2  Tahun  2004  t i dak  bera lasan  

seh ingga  dengan  demik ian  ekseps i  

Tergugat  harus lah  di to l ak " ;

2. Bahwa da lam keten tuan  Pasa l  3 ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  sangat  

je l as  mengatu r  ten tang  set i ap  adanya  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  waj ib  

diupayakan  penye lesa iannya  te r l eb i h  

dahu lu  mela lu i  perund ingan  bipar t i t ,  

sedangkan  dalam  pers idangan  dapat  

d ike tahu i  Para  Termohon  Kasas i  t i dak  

dapat  membukt i kan  te lah  diadakannya  

perund ingan  bipa r t i t  seh ingga  Anju ran  

a  quo  yang  di j ad i kan  syara t  da lam 

penga juan  gugatan  te l ah  cacat  fo rmi l  

namun Judex  Fact i  te rbuk t i  mengacuhkan  

syara t  mekanisme  yang  diwa j i b kan  dalam 

perkara  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  yang  dia tu r  dalam keten tuan  

Pasa l  3  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2004  te rsebu t  dengan  demik ian  

sangat l ah  t i dak  tepa t  dan  t i dak  cermat  

penggunaan  keten tuan  Pasal  83  ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  dalam 

peno lakan  ekseps i  Pemohon  Kasas i  o leh  

Judex  Fact i ;

3. Bahkan  gugatan  Para  Termohon  Kasas i  

te lah  berupaya  membuat  kecurangan  
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dalam  gugatannya  seh ingga  dapat  

menyesatkan  Maje l i s  Hakim  dalam 

mengambi l  keputusan  da lam  perkara  a 

quo  ya i t u  pada  but i r  8  ha laman  3 

gugatan  yang  menyatakan  :  "Bahwa 

dengan  upaya  penye lesa ian  dengan  baik  

yang  te l ah  di l akukan  secara  bipa r t i t  

anta ra  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  

t i dak  berhas i l " ;

Padaha l  t i dak  pernah  seka l i pun  anta ra  Pemohon  Kasas i  

dengan  Para  Termohon  Kasas i  te lah  melakukan  upaya  

penye lesa ian  mela lu i  perund ingan  bipa r t i t  seper t i  yang  

dida l i l k a n  Para  Termohon  Kasas i  dengan  demik ian  Judex  

Fact i  seharusnya  berkewa j i ban  memer iksa  is i  gugatan  

dan  apab i l a  te rdapa t  kecurangan ,  Judex  Fact i  meminta  

Para  Termohon  Kasas i  untuk  menyempurnakan  gugatannya  

sebaga imana yang dinya takan dalam keten tuan  

Pasa l  83 ayat  (2 )  Undang -  Undang   No.  2 Tahun  2004,  

namun  pada  kenyataannya  Judex  Fact i  t i dak  melakukan  

apa  yang  diamanahkan  oleh  undang- undang  te rsebu t ,  

bahkan  ak iba t  da l i l  yang  menyesatkan  te rsebu t  Judex  

Fact i  menggunakan  dasar  hukum yang  sa lah  ya i t u  Pasa l  

83  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  da lam 

peno lakan  ekseps i  Pemohon Kasas i ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  te rbuk t i  

Judex  Fact i  te l ah  sa lah  da lam  penerapan  hukum mengenai  

peno lakan  ekseps i  t i dak  adanya  perund ingan  bipa r t i t  dan  

Judex  Fact i  te l ah  la l a i  memenuhi  syara t - syara t  yang  

diwa j i bkan  oleh  undang- undang  khususnya  keten tuan  Pasal  

3  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  2 Tahun  2004  dan  keten tuan  

Pasa l  83 ayat  (2 )  Undang- Undang No.  2 Tahun 2004;

Bahwa  Judex  Fact i  te l ah  la l a i  memenuhi  syara t - syara t  

yang  diwa j i bkan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  dan  

melanggar  hukum pembukt i an  :

1. Bahwa dalam  per t imbangan  Judex  Fact i  pada  halaman  

36  paragra f  1  putusan  yang  menyatakan  bahwa 

"menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  sura t  Para  

Penggugat  yang  d ibe r i  tanda  P- 1  menerangkan  bahwa 
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tangga l  02  Mei  2009  Para  Penggugat  mengi r imkan  

sura t  kepada  Tergugat  yang  sed ia  dip i ndah  tugaskan  

di  Jakar ta  asa lkan  . . . .  "  adalah  sa lah  dan  t i dak  

benar ,  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :

– Pemohon  Kasas i  t i dak  pernah  seka l i pun  

mener ima  sura t  te r t angga l  2  Mei  2009  

te rsebu t ;

– Dalam  pers idangan  te rbuk t i  Para  Termohon  

Kasas i  t i dak  dapat  menyerahkan  dan  

membukt i kan  di  depan  Judex  Fact i  mengenai  

bukt i  Sura t  te r t angga l  2  Mei  2009  beser ta  

tanda  te r imanya ;

– Bukt i  P- 1  yang  dia jukan  o leh  Para  Termohon  

Kasas i  dalam pers idangan  bukan lah  sura t  Para  

Termohon  Kasas i  te r t angga l  2  Mei  2009  namun 

Sura t  Anju ran  Medi to r  Dinas  Tenagaker j a  Kota  

Surabaya  No.  65/PHK/VI /2009  te r t angga l  30 

Jun i  2009;

Namun  Judex  Fact i  memper t imbangkan  da lam  putusannya  

seakan- akan  bukt i  sura t  Para  Termohon  Kasas i  

te r t angga l  2  Mei  2009  te l ah  disampaikan  dalam 

pers idangan .  Dalam  per t imbangannya  te rsebu t  te r l i h a t  

je l as  kekh i l a f an  yang  di l akukan  o leh  Judex  Fact i .  

Judex  Fact i  t i dak  dibenarkan  mengambi l  keputusan  tanpa  

pembukt i an  yang  bersumber  dar i  fak ta - fak ta  yang  

dia j ukan  para  pihak  seh ingga  Judex  Fact i  te rbuk t i  

te lah  sa lah  da lam hukum pembukt i an .  Demik ian  penegasan  

Putusan  MA No.  2775  K/  Pdt /  1983  tangga l  9  Februar i  

1985  yang  menyatakan  Judex  Fact i  te l ah  sa lah  

menerapkan  hukum pembukt i an ,  karena  member ikan  putusan  

berdasarkan  a la t  bukt i  yang  t i dak  dia jukan  dalam 

berkas  perkara ;

2. Selan ju tnya  pada  halaman 36 paragra f  2 putusan  yang  

menyatakan  bahwa  "Menimbang,  bahwa  berdasarkan  

per t imbangan  te rsebu t  d i  atas  maka  Meje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  Para  Penggugat  bersed ia  

melaksanakan  tugas  ker j a  di  Jakar ta  asa lkan  hak-

haknya  dipenuh i  dan  diku rang i  o leh  Tergugat ,  
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sedangkan  Tergugat  t i dak  member i  kepas t i an  ten tang  

hak- hak  Para  Penggugat  j i k a  bersed ia  beker j a  di  

Jakar ta  meskipun  te l ah  ada sura t  pangg i l an  ker j a  I I  

dar i  Tergugat  seh ingga  demik ian  hubungan  ker j a  

anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  d inya takan  putus  

karena  Para  Penggugat  te l ah  melakukan  pelanggaran  

pera tu ran  perusahaan" ;

Bahwa dika renakan  t i dak  ada  pembukt i an  yang  di l akukan  

oleh  Para  Termohon  Kasas i  da lam  membukt i kan  ten tang  

adanya  bukt i  sura t  Para  Termohon  Kasas i  te r t angga l  2 

Mei  2009  seh ingga  te l ah  te r j ad i  kekh i l a f an  dalam 

per t imbangan  Judex  Fact i  dengan  demik ian  per t imbangan  

pada  halaman  36  paragra f  2  putusannya  pun  sa lah  dan  

t i dak  benar  bahkan  tanpa  mel iha t  bukt i - bukt i  dan fak ta  

hukum  yang  ada,  Judex  Fact i  da lam  per t imbangannya  

menganggap  anta ra  Pemohon  Kasas i  dan  Termohon  Kasas i  

te lah  te r j ad i  pemutusan  hubungan  ker j a  karena  Para  

Termohon  Kasas i  te lah  melakukan  pe langgaran  pera tu ran  

perusahaan  tanpa  menyebutkan  dasar  hukum  sebaga i  

a lasan  pemutusan  hubungan  ker j a ;  Keharusan  menyebut  

pasa l - pasa l  te r t en tu  da lam  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  di te rapkan  dalam  putusan  sebaga i  dasar  

hukum  perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a ,  

d iga r i s kan  dalam  Pasal  184  ayat  (2 )  HIR  yang  

menegaskan ,  apab i l a  putusan  didasarkan  pada  atu ran  

undang- undang  yang  past i  maka  atu ran  i t u  harus  

disebu t .  Juga  dia tu r  da lam Pasa l  23  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.  14  Tahun  1970,  sebaga imana  diubah  dengan  

Undang- Undang  No.  35  Tahun  1999  (sekarang  pada  Pasa l  

25  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  4  Tahun  2004)  yang  

menegaskan  bahwa  sega la  putusan  pengad i l an  se la i n  

harus  memuat  alasan- alasan  dan  dasar - dasar  putusan ,  

harus  juga  memuat  pasa l - pasa l  te r t en t u  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  menjad i  landasan  putusan ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  te rbuk t i  

Judex  Fact i  te l ah  sa lah  da lam penerapan  hukum dan  Judex  

Fact i  te l ah  melanggar  hukum  pembukt i an  mengena i  

pengambi l an  keputusan  tanpa  pembukt i an  yang  bersumber  
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dar i  fak ta - fak ta  yang  dia jukan  para  p ihak  dan  tanpa  

menyebutkan  dasar  hukum  sebaga i  a lasan  pemutusan  

hubungan  ker ja ;

Bahwa  Judex  Fact i  te l ah  sa lah  dalam  penerapan  hukum 

mengenai  keten tuan  Pasa l  161  Undang  -  Undang  13  Tahun  

2003  dalam  penetapan  kompensas i  pesangon  Para  Termohon  

Kasas i ;

1. Bahwa  per t imbangan  Judex  Fact i  pada  paragraph  1 

halaman  38  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

"berdasarkan  Pasal  161  Undang- Undang  No.  13  Tahun  

2003  maka  Para  Penggugat  yang  harus  dibayar  oleh  

Tergugat  ada lah  uang  pesangon  1  (sa tu )  ka l i  

keten tuan  Pasa l  156 ayat  (2 ) ,  uang  penghargaan  masa 

ker ja  sebesar  1 (sa tu )  ka l i  keten tuan      Pasal  156  

ayat  (3 )  dan  uang  penggant i an  hak  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasal  156  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  :  

13 Tahun 2003;

2. Bahwa dalam  penerapan  keten tuan  Pasa l  161  Undang-

Undang  No.  13  Tahun  2003  sebaga i  dasar  hukum 

penetapan  kompensas i  pesangon  oleh  Judex  Fact i  

da lam  perkara  a  quo  ada lah  sa lah  bahkan  cenderung  

te rkesan  dipaksakan ,  karena  seharusnya  da lam 

penerapan  keten tuan  Pasa l  161  Undang- Undang  No.  13 

Tahun  2003  waj ib  disya ra t kan  adanya  bukt i  berupa  

pelanggaran  atas  per jan j i a n  ker j a ,  pera tu ran  

perusahaan  atau  per j an j i a n  ker j a  bersama  dan  

di t i n dak  lan ju t i  dengan  bukt i  pember ian  Sura t  

Per inga tan  Per tama,  Kedua  dan  Ket iga  secara  

ber tu ru t - tu ru t  akan  te tap i  da lam  perkara  a  quo  

t i dak  ada  satu  pun  bukt i  yang

menunjukan  hal  te rsebu t .  Jus t ru  fak ta - fak ta  hukum 

yang  te rungkap  dalam pers idangan ,  sebaga imana  Bukt i  

T- 3  s/d  T- 7  dan  T- 8  A  s/d  T- 12  d imana  bukt i  

te rsebu t  t i dak  disangka l  o leh  Para  Termohon  Kasas i  

seh ingga  mempunyai  kekuatan  pembukt i an  yang  

sempurna ,  mengika t  dan  menentukan  sebaga imana  yang  

di t en tukan  dalam  Pasa l  1925  KUHPerdata  jo .  Pasal  

174  HIR,  membukt i kan  Para  Termohon  Kasas i  te l ah  
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melakukan  t i ndakan  mangk i r  se lama  5  ( l ima )  har i  

ker ja  atau  leb ih  ber tu ru t - tu ru t  tanpa  kete rangan  

secara  te r t u l i s  dan  sudah  di l akukan  pemanggi l an  

ker ja  secara  patu t  sebanyak  2 ka l i  sebaga imana  yang

di t en tukan  dalam  Pasa l  168  ayat  (1 )  Undang- Undang  

No.  13  Tahun  2003  seh ingga  Para  Termohon  Kasas i  

dapat  d ipu tus  hubungan  ker j anya  karena  

dikua l i f i k a s i k an  mengundurkan  di r i  dan  berdasarkan  

kete tuan  Pasa l  162  ayat  (4 )  Undang- Undang  No.  13 

Tahun  2003,  pemutusan  hubungan  ker j a  dengan  a lasan  

mengundurkan  di r i  d i l akukan  tanpa  penetapan  lembaga  

penye lesa ian  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l ,  

sedangkan  dalam  menetapkan  kompensas i  pemutusan  

hubungan  ker ja ,  Judex  Fact i  seharusnya  menerapkan  

keten tuan  Pasal  168  ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  13  

Tahun 2003;  

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  te rbuk t i  

Judex  Fact i  te l ah  sa lah  da lam  penerapan  hukum mengenai  

keten tuan  Pasal  161 Undang- Undang No.  13 Tahun 2003;

Bahwa  per t imbangan  dan  putusan  yang  dibe r i kan  sa l i ng  

ber ten tangan  satu  sama la i nnya  (kon t r ad i k s i ) .

1. Bahwa  Judex  Fact i  da lam  per t imbangannya  mengaku i  

Para  Termohon  Kasas i  te rbuk t i  t i dak  masuk  ker j a  

walaupun  te lah  d ipangg i l  sebanyak  2  ka l i  secara  

patu t  dengan  sura t  pangg i l an  ker j a  I I  (kedua)  

tangga l  2  Maret  2009  sebaga imana  yang  dinya takan  

dalam :

- Per t imbangan  Paragra f  3  ha laman  36 

putusan  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  "Para  Penggugat  t i dak  

melaksanakan  tugas  ker j a  d i  Jakar ta  

tangga l  2  Maret  2009  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  hubungan  ker j a  anta ra  Para  

Penggugat  dan  Tergugat  d inya takan  

putus  se jak  Para  Penggugat  t i dak  

melaksanakan  tugas  ker j a  d i  Jakar ta  

ya i t u  tangga l  31 Maret  2009" ;

Akan  te tap i  d i  satu  s is i ,  Judex  Fact i  da lam 
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per t imbangannya  juga  menyatakan  t i ndakan  Para  Termohon  

Kasas i  t i dak  masuk  ker j a  te rsebu t  ada lah  suatu  

pelanggaran  Pera tu ran  Perusahaan  sebaga imana  

dinya takan  da lam :

- Paragra f  1  ha laman  38  putusan  yang  

pada pokoknya  menyatakan  :  "Menimbang,  

bahwa  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  oleh  karena  Para  Penggugat  

te rbuk t i  melakukan  kesa lahan  sedangkan  

kesa lahan  te rsebu t  adalah  pelanggaran  

pera tu ran  perusahaan  dengan  t i dak  

beker j a                     d i  

perusahaan  Tergugat  meskipun  te lah  ada  

Sura t  Pangg i l an  Ker ja  I I  bukan  

pengunduran  di r i " ;

2. Bahwa  per t imbangan  yang  demik ian  je l as  sa l i ng  

ber ten tangan  satu  dengan  yang  la i nnya  di  satu  s is i  

Judex  Fact i  te l ah  mengaku i  Para  Termohon  Kasas i  

te rbuk t i  t i dak  masuk  ker j a  walaupun  te lah  dipangg i l  

sebayak  2  ka l i  secara  patu t  dengan  sura t  pangg i l an  

ker ja  I I  (kedua)  tangga l  2  Maret  2009  namun 

dipe r t imbangan  la i nnya  t i ndakan  Para  Termohon  

Kasas i  t i dak  masuk  ker j a  dianggap  oleh  Judex  Fact i  

sebaga i  bentuk  pe langgaran  Pera tu ran  Perusahaan,  

ha l  in i  membukt i kan  Judex  Fact i  t i dak  kons is t en  

dalam  menerapkan  hukum,  ya i t u  Judex  Fact i  da lam 

membuat  per t imbangan  sebaga imana  Paragra f  1 ha laman  

38  putusan ,  te l ah  dengan  senga ja  menafs i r kan  

send i r i  Sura t  Panggi l an  Ker ja  I I  (kedua)  sebaga i  

bentuk  suatu  pelanggaran  tanpa  didukung  o leh  bukt i -

bukt i  yang  cukup,  apab i l a  Judex  Fact i  mengaku i  

adanya  Sura t  Panggi l an  Ker ja  I I  (kedua)  tangga l  2 

Maret  2009  seharusnya  imp l i kas i  hukum  atas  hal  

demik ian ,  da lam  membuat  per t imbangan  Judex  Fact i  

seharusnya  menerapkan  keten tuan  Pasa l  168  Undang-

Undang No.  13 Tahun 2003;

3. Bahwa  dengan  demik ian  Judex  Fact i  te l ah  te rbuk t i  
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member ikan  per t imbangan  yang  sa l i ng  ber ten tangan  

satu  sama  la i n ,  pada  dasarnya  dianggap  t i dak  

memenuhi  syara t  sebaga i  putusan  yang  je l as  dan  

r i nc i ,  seh ingga  cukup  alasan  menyatakan  putusan  

yang  di j a t uhkan  melanggar  azas  yang  d iga r i s kan  

keten tuan  Pasa l  178  ayat  (1 )  HIR,  Pasal  189  ayat  

(1 )  RBG dan Pasal  19 Undang- Undang No.  4 Tahun 2004  

(dahu lu  Pasa l  18  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1970) .  

Demik ian  penegasan  yang  te rkandung  da lam putusan  MA 

No.  3538 K/  Pdt /  1984

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapat  :  

Bahwa  alasan- alasan  kasas i  in i  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  menel i t i  dengan  seksama Memor i  Kasas i  

tangga l  19 Apr i l  2010  dan Kont ra  Memor i  Kasas i  tangga l  7 

Mei  2010  dihubungkan  dengan  per t imbangan  putusan  Judex  

Fact i  i . c .  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Surabaya  dalam  perkara  in i ,  te rnya ta  

t i dak  sa lah  dalam menerapkan  hukum,  sebaga imana  d imaksud  

oleh  Pemohon Kasas i  da lam memor i  kasas inya ;

Bahwa  menel i t i  leb ih  lan ju t  per t imbangan  Judex  

Fact i  da lam  perkara  in i ,  te rnya ta  Judex  Fact i  i . c .  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  

Surabaya  te lah  member ikan  per t imbangan  yang  cukup  dan  

benar ,  karena  hubungan  ker j a  Para  Penggugat  dengan  

Tergugat ,  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan ,  karena  Tergugat  

t i dak  member i  kepas t i an  ten tang  pemenuhan  hak- hak  Para  

Penggugat  apab i l a  harus  beker j a  d i  Jakar ta ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  

lag i  pu la   te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya  

dalam  perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum dan/  

atau  undang- undang,  maka permohonan  kasas i  yang  d ia jukan  

oleh  Pemohon  Kasas i  :  PT.  RAJA  BOGA SUKSES te rsebu t  

harus  di to l ak ;

Menimbang,  bahwa karena  ni l a i  gugatan  dalam perkara  

a quo            d i  bawah Rp.150 .000 .000 , -  (se ra tus  l ima  

puluh  ju t a  rup iah ) ,  maka berdasarkan  keten tuan  Pasa l  58  
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Undang- Undang  No.2  Tahun  2004,  para  pihak  dibebaskan  

dar i  b iaya  perkara ,  dan  se lan ju t nya  b iaya  perkara  a quo  

dibebankan  kepada  Negara ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  4 

Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985,  

Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  dan  Undang- Undang  No.2  

Tahun  2004  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  PT.  

RAJA BOGA SUKSES te rsebu t ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Jumat  tangga l  28  Januar i  2011  

oleh  H.  DJAFNI  DJAMAL,  SH. ,  MH.,  Hakim  Agung  yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  H.  BUYUNG MARIZAL,  SH. ,  dan  DWI  TJAHYO 

SOEWARSONO,  SH. ,  Hakim- Hakim  Ad.  Hoc  Perse l i s i h an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Mahkamah Agung sebaga i  anggota ,  

dan  diucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  

i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  dengan  dihad i r i  o leh  Hakim-

Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  FLORENSANI 

KENDENAN,  SH. ,MH. ,  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak .

      Hakim- Hakim  Anggota  :  

K e t  u a :

TTD/H.  BUYUNG  MARIZAL,SH.  

TTD/H.DJAFNI  DJAMAL,SH. ,MH.

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.d. /  ARIEF SOEDJITO,  SH.  

t t d . /  H.  DJAFNI  DJAMAL,  SHtd . /  JONO SIHONO, S
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Pani te ra  Penggant i  :

                        TTD/FLORENSANI 

KENDENAN,SH. ,MH.

            Untuk  Sal i nan

          MAHKAMAH  AGUNG R. I .

            a.n .  Pani te ra

                                Pani te ra  Muda Perdata  

Khusus

            RAHMI MULYATI ,  S.H. ,  M.H.
                                           NIP.040  049  

629.
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